
' ' iA. • • 'Je, ·i� . . 

BUPATIBARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAll 
NOMOR 1 TAHUI( :2016 

TENTANG 
PEMBENTUKAlf DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAll 

DENGAN RAHIIAT TUHAlf YANG MAHA EBA 
BUPATI BARRU, 

Menlmbang 

Meaglnpt 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (!) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Dacrah dan dalam rangka 
membantu Bupati dan Dewan Petwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentangPembentukan Dacrah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran NcgaraRepublik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 5679); 



\ 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara.Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
268, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) i 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAii PERWAKILAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU 

clan 

BUPATIBARRU 

MEIIUTUSKAII : 

PERATURAII DAERAH TENTAIIG PEMBENTUKAII 
DAii SUSUNAII PERAIIGKAT DAERAH. 

BABI 
KETENTUAII UMUII 

Paaal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah. adalah Kabupaten Barru. 
2. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 
3. Bupati adalah Bupati Banu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat 

OPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah seba.gai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kcwenangan Dacrah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
tugas dan fungsinya. 

8. Pcmcrintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemcrintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 
Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud 

Menetapkan 



dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerinta.han 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat. 

10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang memiliki tugas dan 
fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksa.naan tugas 
Perangkat Daerah sertah pelayanan administratif. 

11. Sekerta.rian O PRO adalah unsur pelayanan administrasi dan 
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

12. Inspektorat daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

13. Dinas adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

14. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi 
yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Oaerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, 
keuangan,pendidikan dan latihan serta penelitian dan 
pengembangan. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis 
Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis 
Badan untuk melaksanaka.n kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/ kota 
yang dipimpin oleh camat. 

18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; 

BABll 
ASAS 

Pual.2 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas: 
a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 
c. efisiensi; 
d. efektifitas; 
e. pembagian habis tugas; 
f. rentang kendali; 
g. tata kerja yang jelas; dan 
h. fleksibilitas. 
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BABW 
PRlJIIBIP 

Pual3 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip: 

a. memperhatikan kondisi Daerah; 

b. kebutuhan Daerah; 

c. beban kerja Daerah; 
d. tepat ukuran; dan 
e. tepat fungsi. 

BABIV 

PEMBEil'TUKAlf DAii' SUSUJIAII' 
PERAil'GKAT DAERAH 

Pual4 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten 
Barru sebagai berikut: 
a. sckretariat dacrah; 
b. sekretariat DPRD; 
c. inspektorat; 
d. dinas 
e. badan;dan 
f. kecamatan 

Pual5 

Susunan Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah, Tipe B; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe Ci 
c. Inspektorat, Tipe B; 
d. Oinas terdiri dari : 

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pem berdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa dan 
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

2. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerinta.han bidang pangan; 

3. Dinas Pertanian Tipe A,menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pertanian; 



4. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemcrintahan bidang pariwisata; 

5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

6. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 

7. Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam KebakaranTipe 
B,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 
sub polisi pamong praja dan sub kebakaran; 

8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang lingkungan hidup; 

9. Dinas SosiaJ Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang sosial; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi 
kependudukan pencatatan sipil; 

11. Dinas Perikanan Tipc B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 

12. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan; 

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang; 

14. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, 
kawasan pcmukiman dan pertanahan; 

15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perhubungan; 

16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu, 
bidang tenaga kerja dan energi sumber daya mineral; 

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe 
B, menyelenggarakan wusan pemerintahan bidang koperasi 
usaha kecil menengah, bidang perdagangan, bidang 
perindustrian dan bidang transmigrasi; 

18. Dinas Kornunikasi, Infonnatika dan Statistik Tipe A, 
menyelcnggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi 
dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan 

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang 
kearsipan. 

e. Badan seba.gaimana dimaksud dalam Pasa.1 4 huruf e terdiri dari : 
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; f 
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2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daera.h 
Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengcmbangan; 

3. Badan Pengelola Kcuangan dan Aset Daerah Tipc A, 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan; 

4. Badan Pendapatan Daer-ah Tipe B, menyelengarakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;dan 

5. Sadan Penanggulangan Bencana Oacrah. 
f. Kecamatantcrdiri dari : 

1. Kecamatan Barru Tipc A; 
2. Kecamatan Tanete Rilau Tipc A; 
3. Kecamatan Tanete Riaja Tipe A; 
4. Kecamatan Pujananting Tipe A; 
5. Kecamatan Balusu Tipe A; 
6. Kecamatan Soppeng Riaja Tipe A; 
7. Kecamatan Mallusetasi Tipe A; 

Pual6 
l. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk: 

untuk membantu atau melaksanakan sebagian tu.gas camat. 
2. Pembentukan kecarnatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan 

Daerah tersendiri 

BABV 

TUGAS DA1' FU1'081 PERAl'IGKAT DAERAH 

Bagl•n Ke .. tu 

Selaetariat Deenh 
Pual7 

( 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif. 

(2) Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. Pengoordinasian pclaksanaan tugas satuan kerja Perangkat 
Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara 

pada instansi Oaerah; dan 



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Raglan Kedua 
Sell:retarlat De,.... Perwaldlan Rakyat Daerah 

Paaal 8 
(!) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta 
menyed.iakan dan mengoordinasikan tenaga altli yang diperlukan 
olch DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya 
sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekrctariatan DPRD 

kabupaten; 
b. penyelenggaraan ad.ministrasi keuangan DPRD kabupaten; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD kabupaten. 

BaeJ•n Ketlp 
lnapektorat Daerah 

Paaal 9 
(1) lnspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina 

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat 
Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan bupati; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 



' .. 

Bapn Keempat 
Dlnaa Daerah 

Pua! 10 
(1) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

Urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembanruan yang diberikan kepada kabupaten. 

(2) Dinas Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusa.n kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
d. pelak:sanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagi•n Kellina 
Badan Daerah 

Pua! 11 
(1) Sadan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

(2) Sadan Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelak.sanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

Uru.san Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 
dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bapn Keenam 
Kecam•tan 

Paaal 12 
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f 

mempunyai tugas membantu Supati melaksanakan 
pemerintahan di wilayah kecarnatan dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah. 

(2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
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Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, 
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum 
Mengoortlinasikan pcnerapan dan penegakan Pcrda dan 
Peraturan Bupati 
Mengoonlinasikan pemeliharaan prasa.rana dan sarana 
pelayanan umum 
Mengoordinasikan pcnyelenggaraan kegiatan pemcrinta.han 
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan 
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau 
sebutan lain dan/ a tau kelurahan 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit 
kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kccamatan 
Melaksanakan tugas lain yang dipcrintahkan oleh pcraturan 
perundang-undangan. 

Bapo Ket'IJub 
Suauoao Orpolaul, Perloclan Tupa, Funpl, Kedudubo clan 

Tata K.erja Penng)tat Daerah. 
Pua! 13 

Susunan Organisasi, Perincian Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, 
masing-masing di atur dalam Peraturan Bupati. 

BAB VI 
UNIT PBLAKBANA TBKlflS 

Pua! 14 
(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan 
Badan Oaerah dapat d.ibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk dan ditetapkan dengan Pcraturan Bupati bcrdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 
dikonsultasik.an secara tcrtulis dengan Gubcmur. 

(3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu : 
a. kelas A; dan 
b. kelas B. 

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 

r. 

g. 

h. 

• i. 

(4) Penetapan klasifikasi 
dimaksud pada ayat 
pernndang-undangan 

Unit Pelaksana 
(3) mengacu pada 

Teknis sebagaimana 
ketentuan peraturan 
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PaMl 15 
(1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 

13 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang pendidikan 
bcrupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten berbentuk Satuan 
Pendidikan Formal dan Non Formal. 

(2) Selain Unit Pela.ksana Teknis sebagaimana dima.ksud pada Pasal 
13terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan 
bcrupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan 
Masyarakat sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional clan Unit 
Layanan yang bekerja secara profesional. 

PaMl 16 

(1) Rumah Sa.kit Daerah sebagaimana dima.ksud pada Pasal 14 ayat 
(2) dipimpin oleh Direktur Rumah Sa.kit Daerah Kabupaten. 

(2) Rumah Sa.kit Daerah sebagaimana dima.ksud pada Pasal 14 ayat 
(2)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit 
dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan 
keuangan badan layanan umum Daerah. 

(3) Rumah sa.kit dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sa.kit dan 
tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina clan 
bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggaraakan 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan 
kerja Rumah Sa.kit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 14 ayat (2)serta pengelolaan keuangan rumah sa.kit 
Daerah kabupaten di atur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pusat Kesehatan Masyara.kat sebagaimana dimaksud pada Pasal 
14 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan 
kerja pusat kesehata.n masyarakat diatur sesuat dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VU 
STAFAHLI 
Paall7 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 
(2) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati dan secara administratif dikoordinasikan dengan 
Sekretaris Daerah. 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling 
banyak 3 (tiga) staf ahli. 

(4) Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan. 

r 
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(5) Pembentukan dan nomenklatur staf ahli Bupati sebagaimana 
dimaksud ayat (!) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) SW ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bertugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 
bupati sesuai keahliannya. 

BAB VIJI 
PENGAlfGKATAlfDAlfPEMBBRHENTIAN 

DAI.AM JABATA!f 
Pua! 18 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan 
peraturan daerah ini, dilak:sanakan berdasarkan peraturan 
Perundang-Undangan. 

BAB IX 
KETENTUA!f PBRALIHAN 

Pua! 19 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pejabat struktural 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap menjalankan 
rugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badari 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ba.nu dan Pasal 5 
huruf e angka 5 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas dan 
fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan 
Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat 2 angka 1, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Barru, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Rumah Sak.it Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 
2 ayat 2 angka 9, pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Dae rah 
Kabupaten Banu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
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Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Barru, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
terbentuknya Unit Pelaksana teknis Dinas Rumah Sakit 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

e. Anggaran pcnyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf 
d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sampai dengan terbentuknya organisasi banJ yang melaksanakan 
urusan pcmerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, 
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, serta 
Ru.mah Sakit Daerah bcrdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas tetap melaksanakan tugas dan 
fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis 
Dinas yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BABX 
KETENTUAX PEIIUTUP 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Oaerah dan Sekret.ariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Barru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 4); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten 
Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Barru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tatakerja Inspcktorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 13) 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada 
Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 
Nomor 7); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor I Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 
Nomor l);dan \ 
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f. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 
Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barro Tahun 2011 Nomor 2); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sadan Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Perempuan(Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru Tahun 2012 Nomor 9); 

h. Pcraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Barru(Lcmbaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 
Nomor 4); 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pual21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru. 

o,:clm tan3J.il .... 

Ditetapkan di Barru 

pada tanggal 1 o�\oll.,. "°lb 4 Plt.BVPATI BARRU, L 
W BVPATIBARRU/' 
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Diundangkan di Barru 
pada tanggal 7 o>i,,b<r •olb 

SEKRETARIS DAERAH KABVPATEl'I BARRU, 

l'IASRUDDll'I ABDUL MUTTALIB 

LEMBARAl'I DAERAH KABUPATEl'I BARRU TAHUl'I 2016 NOMOR 7 

l'IOREG PERATURAl'I DAERAH KABVPATEl'I BARRU, PROVIl'ISI 
SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUl'I 


